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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor1451/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

Memeriksa  dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang

majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT,  NIK 3601090407540001,  tempat dan tanggal  lahir    Gunung

Kidul,  04  Juli  1954,  agama  Islam,  pendidikan  S1,  pekerjaan

xxxxxxxxx xxx, tempat kediaman di  xxxxxxx xxxxxxxxxx RT.002

RW.005  xxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx  Provinsi  Banten,  dalam  hal  ini  memberikan  kuasa

kepada: Sudrajat, S.H., advokat berkantor di  Kp. Karangtanjung

RT 007 RW 04 Kelurahan Pagadungan Kecamatan Karangtanjung

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa

khusus  yang   telah  terdaftar  pada  Kepaniteraan  nomor

210/KUASA/12/2023 tanggal 05 Desember 2023; Pemohon.

.melawan

TERGUGAT,  NIK 3601294107610053, tempat dan tanggal lahir Pandeglang,

07  Oktober  1958,  agama  Islam,  pendidikan  D2,  pekerjaan

xxxxxxxxx  xxx,  tempat  kediaman  di  Kampung  Cikuya  RT.006

RW.001 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Kabupaten Pandeglang

xxxxxxxx xxxxxx, Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal  05 Desember

2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Pandeglang  dengan  Nomor  1451/Pdt.G/2023/PA.Pdlg,
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tanggal  05 Desember 2023,  dengan dalil-dalil  yang pada pokoknya sebagai

berikut:

1.  Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah

pada  tanggal  29  November  1979,  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

sebagaimana  ternyata  dari  Duplikat  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :

354/21/XI/1979 tanggal 29 November 2023; 

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat

tinggal  di  rumah  bersama  di  Kampung  Cikuya  xxxx  xxxxxx  xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; 

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup

rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak

masing-masing bernama; 

3.1 Sripurnaningsih, lahir Pandeglang, 18 Agustus 1980; 

3.2 Dwi Nurcahya, lahir Pandeglang, 28 Desember 1982; 

3.3 Tri Alpiani, lahir Pandeglang, 15 September 1995; 

Anak pertama dan anak kedua sudah berumahtangga, dan anak ketiga tinggal

bersama Termohon; 

4. Bahwa sejak tahun 2001 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan

Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang disebabkan antara lain:

   Termohon tidak mau mengurus dan merawat Pemohon pada saat Pemohon

sakit parah;  

  Termohon tidak jujur dan tidak terbuka dalam hal keuangan dari usaha hasil

bumi;  

 5. Bahwa  puncak  keretakan  hubungan  rumah  tangga  antara  Pemohon

dengan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2021, yang akibatnya antara

Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, dan yang meninggalkan

tempat kediaman bersama adalah Pemohon; 

6. Bahwa  pihak  keluarga  Pemohon  dengan  Termohon  sudah  berusaha

mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil; 
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7. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina

lagi  dengan  baik  sehingga  tujuan  perkawinan  untuk  membentuk  rumah

tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit di pertahankan

lagi,  karenanya  agar  masing-masing  pihak  tidak  lebih  jauh  melanggar

norma-norma  hukum  dan  norma  agama  maka  perceraian  merupakan

alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara

Pemohon dengan Termohon; 

8. Bahwa  Pemohon  sanggup  membayar  biaya  perkara  yang  timbul  atas

perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  maka  Pemohon  mohon  kepada  Ketua

Pengadilan  Agama  Pandeglang  cq.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan

mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Memberi  izin  kepada  Pemohon  (Pagiman bin  Kromosetiko)  untuk

menjatuhkan talak satu  raj'i  terhadap Termohon (TERMOHON)  di  depan

sidang Pengadilan Agama Pandeglang; 

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-

adilnya.

Bahwa pada hari  sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang

menghadap di persidngan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke di

persidangan   dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasa  hukumnya  yang  sah  meskipun    berdasarkan  surat   panggilan

(relaas)  Nomor1451/Pdt.G/2023/PA.Pdlg,  tanggal  06  Desember  2023  dan

Nomor1451/Pdt.G/2023/PA.Pdlg, tanggal 19 Desember 2023 yang dibacakan di

persidangan Termohon   telah dipanggil  secara resmi dan patut,  sedangkan

tidak  ternyata bahwa tidak datangnya Termohon  tersebut  disebabkan oleh

suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon  telah memberikan kuasa khusus  kepada Sudrajat,

S.H.,   Advokat  yang mengambil domisili di Kp. Karangtanjung RT 007 RW 04

Kelurahan  Pagadungan  Kecamatan  Karangtanjung  xxxxxxxxx  xxxxxxxxxx

xxxxxxxx  xxxxxx  berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  yang   telah  terdaftar  di
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Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Pandeglang  dengan  Nomor

210/KUASA/12/2023  tanggal 05 Desember 2023 ;

Bahwa majelis hakim telah menasehati  Pemohon agar berpikir  untuk

tidak  bercerai  dengan  Termohon,  tetapi  Pemohon  tetap  pada  dalil-dalil

permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  permohonan

Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonan  Pemohon  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk,  NIK:  3601090407540001,  atas

nama PENGGUGAT, tanggal 02 Desmber 2012, yang dikeluarkan oleh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti

tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis

diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

2. Fotokopi  Duplikat  Kutipan  Akta  Nikah,  Nomor:  354/21/XI/1979,

tanggal 29 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kanto Urusan Agama

(KUA Pagelaran xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx),  bukti  tertulis

tersebut  telah  diberi  meterai  cukup,  telah  dinazegelen  pos  dan  telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis

diberi tanda P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis. 

B. Saksi:

1. SAKSI 1, selaku tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon; 

- Bahwa,   Pemohon dan Termohon adalah suami  isteri  dan telah

dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
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-  Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon   tinggal bersama

di di rumah bersama di Kampung Cikuya xxxx xxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

- Bahwa,   keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada

awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal

tahun 2001 sudah tidak  rukun lagi  sering  terjadi  pertengkaran;  

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon

sedang berselisih dan bertengkar dengan Termohon;

- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga

Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau mengurus

dan  merawat  Pemohon  pada  saat  Pemohon  sakit  parah  dan

Termohon tidak jujur dan tidak terbuka dalam hal keuangan dari

usaha hasil bumi milik bersama;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah

pisah rumah sejak awal tahun 2021 sampai dengan sekarang dan

sudah tidak bersatu lagi; 

- Bahwa,  baik  saksi  maupun  pihak  keluarga  sudah  berusaha

merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil; 

- Bahwa,    rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak

mungkin dan sulit  dipertahankan lagi, dan Pemohon juga sudah

bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;  

2. SAKSI 2, selaku tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan

keterangan sebagai berikut:

 Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan meraka

adalah  adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

 Bahwa,    setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon    tinggal

bersama di  di  rumah bersama  di  Kampung  Cikuya  xxxx  xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;;

 Bahwa,   rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi

harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran  sejak tahun

2001 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah
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pisah rumah sejak awal tahun 2021 sampai dengan sekarang dan

selama  berpisah  antara  Pemohon  dan  Termohon  tidak  pernah

bersatu lagi; 

 Bahwa,  saksi  pernah  melihat  langsung  ketikaPemohon  dan

Termohon sedang berselisih dan bertengkar;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  perselisihan  dan  pertengkaran

Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau

mengurus dan merawat Pemohon pada saat Pemohon sakit parah; 

 Bahwa,  saksi  maupun  pihak  keluarga  sudah  ada  upaya

mendamaikan  dan  merukunkan  Pemohon  dan  Termohon  akan

tetapi tidak berhasil;  

 Bahwa,  rumah tangga Pemohon dan Termohon  sudah sangat

sulit  dipertahankan,  karena  Pemohon    sudah  bersikukuh  ingin

bercerai  dengan  Termohon  dan  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi

mendamaikan ; 

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya

tetap  pada  permohonan  dan  mohon  putusan  yang  mengabulkan  tuntutan

Pemohon; 

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  memeriksa  Surat  Kuasa

Khusus  Pemohon   tanggal  05  Desember  2023,  yang  telah  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Pandeglang  dengan  Nomor

210/KUASA/12/2023 tanggal 05 Desember 2023 dan    ternyata telah sesuai

dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor

6  Tahun  1994  tentang  Surat  Kuasa  Khusus,  dan  Majelis  Hakim  telah  pula

memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, ternyata

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1451/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah  sesuai  dengan  Ketentuan  Pasal  30  Undang-undang  Nomor  18  Tahun

2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa

Kuasa  Pemohon     merupakan  subjek  pemberi  bantuan  hukum  yang  sah

sehingga  Majelis  Hakim  dapat  menerima  dan  memberi  izin  kepada  Kuasa

Pemohon  tersebut  untuk  beracara  dalam  perkara  aquo sebagai  advokat

profesional;

Menimbang,  bahwa ternyata  Termohon  tidak  datang  menghadap di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya yang sah , meskipun   berdasarkan Surat  Panggilan (relaas)

Nomor1451/Pdt.G/2023/PA.Pdlg,  tanggal  06  Desember  2023  dan

Nomor1451/Pdt.G/2023/PA.Pdlg, tanggal 19 Desember 2023 yang dibacakan di

persidangan Termohon   telah dipanggil  secara resmi dan patut,  sedangkan

tidak  ternyata bahwa tidak datangnya Termohon  tersebut  disebabkan oleh

suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa

hadirnya Termohon dan diputud secara verstek 

Menimbang, bahwa berdasakan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu

putusan yang dapat  dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon  dapat  dikabulkan

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-

Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir  diubah dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis

Hakim  pada  persidangan  telah  berusaha  semaksimal  mungkin  menasihati

Pemohon  untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan

harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera

diputus. 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Termohon  tidak  pernah  datang

menghadap  meskipun telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut,  maka  sesuai

Pasal  4  angka (2)  huruf  b  Peraturan Mahkamah Agung Republik  Indonesia
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Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  perkara  ini

termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi.

Dalam Pokok Perkara 

Menimbang,  bahwa  permohonan  Pemohon    didasarkan  pada  dalil

yang pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon  sudah

tidak  harmonis  lagi  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  sejak  awal

tahun  2001  yang  disebabkan  karena  Termohon  tidak  mau  mengurus  dan

merawat Pemohon pada saat Pemohon sakit parah dan Termohon tidak jujur

dan tidak terbuka dalam hal  keuangan dari  usaha hasil  bumi milik  bersama

yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon  telah terjadi  pisah tempat

tinggal   sejak awal tahun 2021 atau telah berlangsung kurang lebih selama 3

(tiga)  tahun   sampai  sekarang,  dan  selama  pisah  antara  Pemohon  dan

Termohon    sudah  tidak  ada  komunikasi  apalagi  menjalankan  kewajiban

sebagaimana layaknya suami-istri serta  tidak ada harapan akan hidup rukun

lagi  dalam  satu  rumah  tangga,  karenanya   Pemohon    memohon  agar

Pengadilan Agama memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak

satu raj’i terhadap Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal  125 ayat  (1)  HIR.

yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Termohon   dapat  dikabulkan

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim

membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  permohonannya,

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk,

merupakan  akta  otentik,  telah  bermeterai  cukup,  bernazegelen dan  cocok

dengan aslinya, isi  bukti  tersebut menjelaskan mengenai  agama dan tempat

tinggal  Pemohon,  sehingga  sejalan  dengan  ketentuan  Pasal  165  HIR  bukti

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa

identitas Pemohon benar sesuai permohonan;
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Menimbang,  bahwa bukti  P.2  berupa  fotokopi  Duplikat  Kutipan  Akta

Nikah merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon

dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal

165  HIR  bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formal  dan  materiil,  serta

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en

bindende bewijskracht);

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.2,  maka  harus  dinyatakan

telah  terbukti  menurut  hukum  bahwa  Pemohon  dan  Termohon  telah  terikat

dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 29 November

1979; 

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat

sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai persona standi in judicio

memiliki  legal  standing  sehingga  Pemohon  dapat  dinyatakan  sebagai  pihak

yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Majelis  Hakim  perlu  mendapatkan

keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat  dengan suami

isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan

Termohon;  

Menimbang,  bahwa  untuk  memenuhi  ketentuan  dimaksud,  Majelis

Hakim  telah  mendengar  2  (dua)  orang  saksi  Pemohon,  masing-masing

bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang,  bahwa 2  (dua)  orang saksi  Pemohon,  adalah  keluarga

atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  jo.  Pasal  134  Kompilasi

Hukum Islam dan  sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi

syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

 Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Pemohon

mengenai  adanya  pertengkaran  dalam  rumah  tangga  Pemohon  dengan
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Termohon  yang  disebabkan  Termohon  tidak  mau  mengurus  dan  merawat

Pemohon  pada  saat  Pemohon  sakit  parah,  adalah  fakta  yang  dilihat

sendiri/didengar  sendiri/dialami  sendiri  dan  relevan  dengan  dalil  yang  harus

dibuktikan  oleh  Pemohon,  oleh  karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah

memenuhi  syarat  materil  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  171  HIR.

sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki  kekuatan  pembuktian  dan

kesaksian  tersebut,  secara  materiil  dapat  diterima  sebagai  kesaksian  yang

patut dijadikan bukti dalam perkara ini, karena saksi dianggap pantas dan layak

mengetahui perselisihan Pemohon  dan Termohon  tersebut, karena hubungan

Pemohon   dengan saksi,  baik dilihat dari  jarak tempat tinggal  maupun dari

hubungan silaturrahmi masih terjalin secara baik ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan

cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi

tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti-bukti  yang  diajukan  Pemohon,

terbukti fakta hukum  sebagai berikut:

1.Bahwa Pemohon dan Termohon   adalah suami isteri beragama Islam dan

telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak

2.Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun

2001 tidak  harmonis  lagi,  akrena antara  Pemohon dan Termohon sering

terjadi  perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon

tidak  mau  mengurus  dan  merawat  Pemohon  pada  saat  Pemohon  sakit

parah dan Termohon tidak jujur dan tidak terbuka dalam hal keuangan dari

usaha hasil bumi milik bersama;

3.Bahwa akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  antara  Pemohon

dan  Termohon  sudah  pisah  pisah  rumah sejak  awal  tahun  2021  hingga

sekarang sudah berlangsung lebih kurang selama 3 (tiga) tahun dan selama

itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak

dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

4.Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga

Pemohon  dan  Termohon  sudah  berusaha  menasehati  Pemohon  dan
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Termohon untuk  merukunkan Pemohon dan Termohon,  akan tetapi  tidak

berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

5.Bahwa,  rumah tangga Pemohon dan  Termohon  telah  pecah  (marriage

breakdown)  sehingga  rumah  tangga  antara  Pemohon  dengan  Termohon

sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt);

Petimbangan Perceraian

MMenimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta  hukum tersebut  diatas,

Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berilkut :

1. Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  beragama  Islam  dan  Termohon

bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pandeglang, maka

sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1)

Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  diubah  dengan

Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan

Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009,  jo.  Pasal  63   ayat  (1)  Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di

ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal

20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo.  Pasal 132

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif

Pengadilan Agama Pandeglang;  

Bahwa  Pemohon  dengan  Termohon  adalah  suami  isteri  yang  sah  dan

belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan

yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai

hak  dan  kepentingan  untuk  mengajukan  tuntutan  dalam  sengketa

perkawinan dalam perkara ini  (persona standi in judicio),  dan perkara ini

menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama; 

2. Bahwa  dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
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tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan

bahwa  “perceraian  dapat  terjadi  karena  alasan  antara  suami  istri  terus

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Berdasarkan  fakta  di atas dapat

disimpulkan   bahwa antara Pemohon dan Termohon   terjadi perselisihan

dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan hidup

rukun lagi dalam rumah tangga. 

3. Bahwa  kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah

ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri

tersebut,  oleh  karena itu  manakala  antara  suami  istri  telah  tidak  berada

dalam satu kediaman bersama dalam tenggang waktu lama hingga tidak

saling  menghiraukan  lagi,  maka  telah  menjadi  indikasi  penting  sebagai

bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga, hal mana sesuai dalam

ketentuan  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan ditegaskan bahwa  perkawinan ialah  ikatan lahir  dan

batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri

dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan

kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa  berdasarkan fakta di  persidangan, dimana antara Pemohon dan

Termohon telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah

berlangsung selama lebih  kurang  3  (tiga)  tahun hingga sekarang tidak

saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara  Pemohon dan

Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan

lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta

tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang

terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana  Pemohon dan  Termohon tidak
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dapat  lagi  mewujudkan  kebahagiaan  yang  kekal  lahir  batin  dalam

perkawinannya;

4. Bahwa akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran

tersebut yakni  antara  Pemohon dengan  Termohon sudah  tidak tinggal

bersama  lagi  selama lebih  kurang  3  (tiga)  tahun,  sementara  itu  adanya

usaha  yang  setidak-tidaknya  menasehati  salah  satu  pihak  agar  kembali

rukun dalam rumah tangga, ternyata tidak berhasil, di samping itu Majelis

Hakim telah mengupayakan agar  Pemohon bisa kembali membina rumah

tangganya  dengan   Termohon,  namun   Pemohon  tetap  bersikeras  ingin

bercerai dengan  Termohon,  sehingga dengan demikian patut dinyatakan

bahwa antara  Pemohon dan  Termohon sudah tidak lagi memiliki unsur-

unsur  saling  terikat  satu  sama  lain  baik  lahir  maupun  batin  atau  dapat

dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa  Pemohon dan  Termohon  sudah sulit untuk

menciptakan  keutuhan  rumah  tangganya  yang sakinah,  mawaddah  dan

rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,;

5. Bahwa    rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon    sudah  tidak  ada

harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt), sehingga tujuan

pernikahan  untuk  membina  keluarga  sakinah,  mawadah,  warohmah

sebagaimana  dimaksud  Pasal  1  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974

tentang Perkawinan sebagaimana telah di  ubah dengan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan

sebagaimana dimaksudkan al Qur’an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak

terwujud,   Pemohon  dan   Termohon  telah  kehilangan  ekspektasi  untuk

kembali  rukun  sebagai  suami  istri  yang  merupakan  unsur-unsur

terpenuhinya  alasan  perceraian  sebagaimana  dimaksudkan  dalam

ketentuan Pasal 19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

tentang  Pelaksanan  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang

Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa  Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil  yang

terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :
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 Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah

Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pada  pertimbangan-pertimbangan

tersebut  di  atas,  maka  permohonan  Pemohon      telah  cukup  bukti  dan

beralasan hukum dan Pemohon     telah dapat membuktikan kebenaran dalil

permohonannya,  sedangkan  permohonan      Pemohon     tidak  melawan

hukum,  sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-

Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal  19 huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanan Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka,

permohonan    Pemohon     dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah

bergaul sebagaimana layaknya suami isteri  (ba’da dukhul),  dan berdasarkan

catatan  perubahan  NTR  dalam  P.2  antara  Pemohon  dan  Termohon  belum

pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan

dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118

Kompilasi  Hukum  Islam,  Majelis  Hakim  dapat  mengabulkan  permohonan

Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu

rají terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pandeglang; 

Menimbang  bahwa  talak  raj’i  merupakan  talak  yang  dijatuhkan  oleh

seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum

dari talak raj’i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan

bilama mana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat

hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru; 

Biaya Perkara 

Menimbang,  bahwa karena perkara  a quo  masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat  (1)  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
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Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum syar'i  yang berkaitan dengan perkara ini; 

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;  

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk  menjatuhkan

talak  satu  raj'i  terhadap  Termohon  (TERMOHON)  di  depan  sidang

Pengadilan Agama  Pandeglang;  

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp175.000,00 ( seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Rohmat, S.Ag., M.H.

sebagai Ketua Majelis, Agus Sanwani Arif, S.H.I. dan Syams Eliaz Bahri, S.Sy.

masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam

sidang terbuka untuk  umum pada hari  itu  juga,  oleh  Ketua Majelis  tersebut

dengan  didampingi  oleh  Hakim  Anggota  yang  sama  dan  dibantu  oleh  Hilal

Sabta  Hudaya,  S.H.  sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh  Kuasa

Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Rohmat, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota
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Agus Sanwani Arif, S.H.I. Syams Eliaz Bahri, S.Sy.

Panitera Pengganti

Hilal Sabta Hudaya, S.H.
Perincian Biaya:

1. Pendaftaran :Rp30.000,00

2. Proses :Rp75.000,00

3. Panggilan :Rp20.000,00

4. PNBP Panggilan :Rp30.000,00 

5. Redaksi :Rp10.000,00

6. Meterai :Rp10.000,00

Jumlah Rp175.000,00 

  (seratus enam puluh lima ribu rupiah)
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